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GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 561/44 TAHUN 2024
TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

a.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa wupah merupakan hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan  bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur wajib
menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar
pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna
perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah
Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun
2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
917);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun
2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan
Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah
Masa Bhakti Tahun 2022- 2025 sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/14 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti
Tahun 2022 - 2025;

Berita Acara Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2024; dan

Surat Gubernur Jawa Tengah Kepada Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
500.15.14/0009255 tanggal 16 Desember 2024 perihal
Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi
Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025

di Provinsi Jawa Tengah sektor :

No Sektor Kode KBLI Nilai UMSP
Tahun 2025
1 | Jasa Pekerjaan 42930 Rp2.277.816,00
Konstruksi
Prapabrikasi
Bangunan Sipil
2 | Penyewaan Alat 43905 Rp2.277.816,00
Konstruksi Dengan
Operator

Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU adalah upah minimum yang berlaku

untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal nilai Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU lebih kecil dari Upah
Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025, yang berlaku

adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025.




KEEMPAT : Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun
pada perusahaan yang bersangkutan,;

KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah

Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEENAM : Perusahaan memberikan upah di atas Upah Minimum

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
kepada pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun
atau lebih, ditetapkan oleh masing-masing perusahaan
berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini

dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal

1 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi
Jawa Tengah;

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia
Jawa Tengah;

Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.




